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 This research aims to describe the process of Wangi wangi people’s resistant against 
taxation policy of the Dutch East Indies government at the beginning of the twentieth century. The 
method used in this research was historical method which consists of five stages, such as: (1) topic 
selection, (2) source heuristics, (3) source verification, (4) source interpretation, (5) historiography. 
The result of this study showed that: (1) the resistant of people in Wangi wangi to the taxation 
policy began since the signing of Asyikin-Brugman agreement in 1906. At that time, the territory of 
the Sultanate of Buton was restructured into a district system. One of the districts is Wanci district 
on Wangi Wangi Island. Society utilize resistant because they considered that tax collection 
mechanism which is less ethical by custom. (2) The process of Wangi wangi people resistant to the 
taxation policy began at the end of the Dutch East Indies government. This resistant was also 
carried out indirectly, by escaping from the huge amount of taxes; also people who could not stand 
were force to flee from that area. (3) The effect of people’s resistant to the taxation policy is divided 
into two, namely: negative and positive effect. The negative effect is that people live in poverty and 
destitution, while the positive effect is people resistant is succeeded in igniting the spirit of patriotic 
in the hearts of all people of Wangi-Wangi to fight for their independence. 
 





Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perlawanan rakyat Wangi-Wangi 
terhadap kebijakan penarikan pajak pemerintah Hindia Belanda pada awal abad XX. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri atas lima tahapan kerja yaitu, (1) 
Pemilihan topik, (2) Heuristik sumber, (3) Verifikasi sumber, (4) Interpretasi sumber, (5) 
Historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perlawanan rakyat Wangi-Wangi terhadap 
kebijakan penarikan pajak dimulai sejak penandatanganan perjanjian Asyikin-Brugman pada tahun 
1906. Pada saat itu wilayah Kesultanan Buton direstrukturisasi ke dalam sistem distric. Salah satu 
distrik tersebut yakni distrik Wanci yang ada di Pulau Wangi-Wangi. Masyarakat melakukan 
perlawanan karena menganggap mekanisme pemungutan pajak yang kurang etis secara adat. (2) 
Proses Perlawanan rakyat Wangi-Wangi terhadap kebijakan penarikan pajak pemerintah Hindia 
Belanda dimulai pada masa akhir pemerintah Hindia Belanda.  Perlawanan rakyat Wangi-Wangi 
juga dilakukan secara tidak langsung yaitu dengan cara melarikan diri dari besarnya jumlah pajak, 
bahkan rakyat yang tidak tahan terpaksa melarikan diri dari daerah tersebut. (3) Dampak 
perlawanan rakyat Wangi-Wangi terhadap kebijakan penarikan pajak dibagi menjadi dua yaitu: 
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kemeralatan. Dampak positif yakni aksi  perlawanan tersebut berhasil menyalakan semangat 
patriotik  di dalam dada seluruh rakyat Wangi-Wangi untuk memperjuangkan kemerdekaannya. 
  
Kata Kunci: Distrik, Pajak, Perlawanan, Kebijakan, Kesultanan Buton  
1. Pendahuluan 
Perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari cengkraman Hindia Belanda 
atau bangsa penjajah bisa dilihat dalam bentuk perlawanan fisik maupun nonfisik. Hal ini bisa kita 
lihat di sepanjang sejarah imperealisme dan kolonialisme di Indonesia telah terjadi sejumlah  
perlawanan sebagai bentuk reaksi terhadap sistem imperealisme asing di bumi Indonesia. Ini 
menunjukkan bahwa segala aksi dari penjajah akan menimbulkan reaksi dari negara jajahan, dan 
kesengsaraan yang timbul menimbulkan semangat dan keinginan untuk membebaskan diri.  
Perlawanan rakyat Wangi-Wangi terhadap pajak merupakan salah satu peristiwa sejarah di 
daerah  Sulawesi Tenggara khususnya di Kepulauan Tukang Besi yang saat ini dikenal dengan 
nama Wakatobi. Konstribusi terbesar Wangi-Wangi bagi pemerintah pusat (Buton) yakni di  bidang 
pelayaran dan perdagangan, hasil laut, dan pasokan alat-alat yang terbuat dari besi. Kemudian 
sebuah perjanjian yang menentukan arah perkembangan Buton menjadi bagian wilayah 
pemerintahan Hindia Belanda terjadi melalui kesepakatan antara Sultan Kaimuddin III dengan A. 
Ligvoet, sekretaris urusan dalam negeri Hindia Belanda pada 7 Agustus 1873-1885. Pada perjanjian 
tersebut pemerintah Hindia Belanda tidak hanya mengikat Kesultanan Buton, namun juga 
mengadakan kontrak dengan beberapa kerajaan lain di antaranya Gowa, Tanette Sanrobone, 
Sidenreng, Binamu Bangkala, dan Laikang. Perjanjian berikutnya terjadi melalui kesepakatan 
“Asyikin-Brugman”. Perjanjian tersebut  memperlihatkan semakin menguatnya kekuasaan Belanda 
di wilayah Kesultanan Buton. Perjanjian tersebut  ditandatangani Muhammad Asyikin bergelar 
Sultan Aidili Rakhim dengan Residen Brugman pada 8 April 1906. Perubahan nyata yang terdapat 
dalam isi perjanjian tersebut adalah bidang pemerintahan (Zuhdi, 1996: 129). 
 Pemerintahan kolonial  kemudian membentuk 22 distrik yang terdiri dari beberapa kadie 
(kampung) yang dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari kalangan bangsawan. Para kepala 
kadie digaji setiap bulan tergantung dari luas daerah distrik dan besarnya jumlah penduduk. 
Wilayah Barata Kaledupa dibagi menjadi empat distrik, yaitu Distrik Kaledupa, Distrik Tomia, 
Distrik Binongko, dan Distrik Wanci. Besarnya kekuatan  kolonial terhadap masyarakat Buton 
terlihat dalam beberapa pasal perjanjian. Pada pasal 2 berbunyi “Kerajaan Buton serta semua pulau-
pulaunya dan lautannya telah masuk ke dalam kekuasaan pemerinta Hindia Belanda”. Pasal 13 
berbunyi “Sultan Buton dan pembesar kerajaan tidak dibenarkan untuk memberikan kekuasaan 
kepada bangsa lain untuk berdiam di dalam kerajaannya, kecuali dengan izin Pemerintah Belanda” 
(Zuhdi, 1996: 129-130). 
Seusai penandatanganan berlangsung, tetapi timbul perlawanan dari beberapa pembesar 
kerajaan yang tidak menyetujui isi kontrak itu. Pada Agustus 1907 sekelompok orang melawan 
petugas pencatatan penduduk dalam rangka penghitungan dan pembayaran pajak. Kebijakan 
pemungutan pajak dimulai satu tahun setelah meninggalnya Sultan Buton Muhammad Asyikin 
yakni pada 20 November 1912. Ada dua jenis pajak yang berlaku saat itu yaitu Susungromang 
(pajak hasil hutan) dan Sima Assaparang Atuwong (pajak penghasilan) Akibat kebijakan ini gejolak 
sosial meningkat (Zahari, 1977: 87). 
Sejak penarikan pajak dimulai muncul reaksi masyarakat dari berbagai kalangan. Kebijakan 
tersebut berkaitan dengan ekonomi masyarakat banyak yang sangat sensitif serta berpeluang 
menimbulkan kerusuhan. Pemerintah kolonial berupaya tidak bersentuhan langsung dengan wajib 
pajak. Oleh karena itu diangkatlah beberapa tokoh masyarakat sebagai penagih pajak sekaligus 
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sebagai pegawai pemerintah kolonial. Dengan cara ini, bila terjadi protes akibat pemungutan pajak 
maka pihak pertama yang dituju adalah petugas pajak yang berstatus   penduduk pribumi.  
Gerakan protes terhadap pemerintah kolonial sempat redam sejak tahun 1916, dan baru 
mencuat kembali pada akhir masa pemerintahan Hindia Belanda. Gerakan protes dua kali terjadi di 
Wanci. Peristiwa pertama terjadi tahun 1941. Pada peristiwa tersebut Kepala Distrik Wanci La Ode 
Musa tewas terbunuh oleh amukan massa. Berselang dua tahun kemudian tepatnya pada tahun 1943 
di distrik yang sama terjadi aksi massa terhadap Kepala Distrik La Ode Lalangi, namun kali ini 
kepala distrik berhasil meloloskan diri, tetapi dua pengikutnya yakni La Ausu dan Ma Alifa tewas 
terbunuh. 
Persoalan mengenai perjanjian “Asyikin-Brugma” mulai terlihat ketika Sultan Kaimuddin 
IV wafat pada September 1904 dan pada tahun berikutnya akan diadakan pemilihan Sultan yang 
baru. Seperti biasanya Sultan yang baru berkewajiban menandatangani perjanjian dengan 
Pemerintah Belanda dengan mengacu kepada perjanjian yang pernah dibuat oleh pendahulunya. 
Pada bulan Agustus 1907 sekolompok orang melawan petugas pencatat penduduk, dalam rangka 
perhitungan pembayaran pajak. Pada tahun 1910 sejumlah kepala kadie yang berkomplotan 
diasingkan. Perlawanan yang digerakkan dari kalangan bangsawan seperti itu sering kali muncul 
(Zuhdi, 1996: 130-132). 
Berkaitan dengan latar belakang tersebut peneliti mengkaji perlawanan rakyat Wangi-Wangi 
terhadap kebijakan penarikan pajak pemerintah Hindia Belanda pada awal abad XX. Perlawanan 
pada umumnya merupakan reaksi masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak tertentu 
atau dengan kata lain perlawanan berarti suatu gerakan yang dilakukan oleh rakyat untuk 
menentang sesuatu yang tidak diinginkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Zulfajri dan Senja 
(2000: 503) bahwa “perlawanan diartikan sebagai perjuangan yaitu usaha mencegah, menangkis, 
bertahan dan sebagainya serta berusaha mengadakan perlawanan dengan gigih”. Jadi perlawanan-
perlawanan bersenjata yang merupakan reaksi masyarakat terhadap penjajahan suatu kelompok 
hampir terjadi di tiap-tiap daerah di Indonesia yang dipimpin oleh orang-orang atau golongan 
tertentu. 
Penelitian ini akan dikaji menggunakan teori Resistensi. Secara harfiah resistensi adalah 
“perlawanan atau menentang”. Kata resistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu reiset. Resistensi 
adalah semua tindakan yang menolak atau melawan baik itu bersifat formal atau non formal. 
Resistensi terhadap pemerintah artinya penentangan atau perlawanan terhadap kebijakan 
pemerintah (Muslimin, 2015: 16).  
Menurut Scott (2012), resistensi rakyat  dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu 
resistensi yang disebabkan oleh penyebab secara langsung dan penyebab secara tidak langsung. 
Resistensi rakyat karena penyebab secara langsung seperti penindasan, ancaman, tekanan, paksaan 
yang dilakukan oleh tuan tanah, pemerintah, pemilik modal atau pihak lain. Resistensi secara tidak 
langsung dilakukan melalui perlawanan secara sembunyi-sembunyi. Resistensi secara sembunyi-
sembunyi mencapai hasil yang lebih besar dibandingkan resistensi yang dilakukan secara terang-
terangan. Resistensi dalam sosiologi adalah suatu perlawanan yang dilakukan secara terang-
terangan ataupun diam-diam atas kebijakan maupun aktivitas yang dilakukan dalam suatu pihak di 
dalam masyarakat. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi 
Sulawesi Tenggara. Pengumpulan sumber dilakukan di Perpustakaan Universitas Halu Oleo dan 
Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya. Sumber lain berasal dari buku atau naskah yang berkaitan 
dengan Perlawanan Rakyat Wangi-Wangi terhadap Kebijakan Penarikan Pajak Pemerintah Hindia 
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Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah politik yang bersifat deskriptif kualitatif  
dengan menggunakan pendekatan strukturis. Leirissa (1986: 12) menyatakan bahwa terdapat tiga 
domain dalam penelitian sejarah yaitu domain peristiwa, domain struktur dan domain strukturis. 
Pendekatan strukturis yaitu menggabungkan dua domain yaitu domain peristiwa dan domain 
struktur sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Pendekatan ini bertujuan untuk 
menghasilkan analisis struktur dan peristiwa yang mengandung unsur-unsur yang senantiasa 
berulang dan berubah dalam kurun waktu yang panjang. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa ciri 
pendekatan strukturis yaitu (1) yang dipelajari adalah struktur dan peristiwa, dan (2) menjawab 
pertanyaan apa, kapan, siapa, dimana, dan bagaimana. 
Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, sumber tertulis, 
yaitu data yang akan diperoleh dalam bentuk arsip, dokumen, buku, jurnal, laporan, skripsi, tesis, 
disertasi dan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kedua, 
sumber lisan, yaitu keterangan yang diperoleh dari pelaku sejarah maupun bukan pelaku sejarah, 
tetapi mengetahui informasi yang berhubungan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. 
Keterangan ini diperoleh dengan cara wawancara di lokasi penelitian dengan empat orang informan, 
seperti tokoh masyarakat, tokoh sejarah dan aparat pemerintah setempat yang mengetahui masalah 
yang dikaji dalam penelitian ini. Ketiga, sumber artefak (kebendaan), yaitu sumber sejarah dalam 
bentuk benda-benda yang dihasilkan dan digunakan oleh pelaku sejarah di masa lampau (Kasjianto, 
2006). Dalam kaitannya dengan hal ini peneliti melakukan peninjauan dan pengamatan serta 
pendokumentasian dalam bentuk foto terhadap berbagai bekas lokasi perlawanan rakyat Wangi-
Wangi terhadap kebijakan penarikan pajak Pemerintah Hindia Belanda pada awal abad XX serta 
makam para pejuang yang melakukan perlawanan tersebut. 
 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah motode sejarah yang ditulis 
oleh Kuntowijoyo (2013: 69-80) yang terbagi dalam lima tahapan yaitu: 
1. Pemilihan Topik 
 Dalam pemilihan topik, penulis memilih topik yang ada kaitannya dengan sejarah sebab 
penelitian ini adalah penelitian sejarah. Adapun topik yang dipilih berdasarkan pertimbangan dua 
hal yaitu: pertama, kedekatan emosional. Kedekatan emosional dalam hal ini berarti penulis 
mempertimbangkan beberapa hal misalnya tempat yang mudah dijangkau, sumber-sumber yang 
diperlukan mudah didapatkan baik berupa dokumen tertulis dan sumber lisan yang diperoleh dari 
informan. Kedua, kedekatan intelektual.  Kedekatan intelektual yakni penulis berpedoman pada 
metodologi dan kaidah-kaidah ilmiah penulisan sejarah, sehingga sesuai dengan tuntutan prosedur 
keilmuan dalam penulisan sejarah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 
2. Heuristik Sumber 
 Heuristik merupakan suatu proses pengumpulan sumber sebanyak-banyaknya yang 
memberikan penjelasan tentang perlawanan rakyat Wangi-Wangi terhadap kebijakan penarikan 
pajak pemerintah Hindia Belanda pada awal abad  XX  dengan menggunakan langkah-langkah: 
a. Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data  yang  akan dilakukan oleh peneliti dari 
beberapa arsip atau naskah-naskah tentang perlawanan rakyat Wangi-Wangi terhadap kebijakan 
penarikan pajak pemerintah Hindia Belanda pada awal abad XX. 
b. Penelitian kepustakaan (library research), yakni kegiatan penelitian untuk memperoleh data 
melalui sumber tertulis berupa buku-buku maupun skripsi yang berkaitan dengan objek 
permasalahan yang akan diteliti. 
c. Studi lisan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara mendalam 
kepada empat orang yang mengetahui dan dapat memberikan gambaran tentang perlawanan 
rakyat Wangi-Wangi terhadap kebijakan penarikan pajak pemerintah Hindia Belanda pada awal 
abad XX. 
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d. Studi artefak (observasi), yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung 
terhadap berbagai  bekas lokasi  perlawanan rakyat  Wangi-Wangi terhadap kebijakan penarikan 
pajak pemerintah Hindia Belanda pada awal abad XX, serta makam para pejuang yang 
melakukan perlawanan tersebut. 
3. Verifikasi Sumber 
 Untuk mengetahui keaslian dan kebenaran data yang telah berhasil dikumpulkan, maka  
peneliti akan melakukan analisis data melalui kritik sumber  yang  dapat dipertanggungjawabkan  
secara ilmiah. Sehubungan dengan ini maka dilakukan kritik sebagai berikut: 
a. Kritik Ekstern (kritik luar), yaitu peneliti akan melakukan analisis terhadap sumber data yang 
diperoleh pada instansi yang terkait khususnya mengenai perlawanan rakyat Wangi-Wangi 
terhadap kebijakan penarikan pajak pemerintah Hindia Belanda pada awal abad XX. Dalam 
kaitan ini maka Notosusanto (1978: 38) mengajukan tiga pertanyaan pokok dalam melakukan 
kritik eksternal terhadap suatu sumber yaitu: (1) Adakah sumber itu memang sumber yang 
dikehendaki; (2) Adakah sumber itu asli atau turunan; (3) Adakah sumber itu utuh atau telah 
diubah-ubah. Maka dari itu penulis menggunakan sumber yang dikehendaki, asli atau utuh. 
b. Kritik Intern (kritik dalam), yaitu peneliti menekankan pada aspek “dalam” yaitu isi dari sumber 
kesaksian (testimony), selanjutnya peneliti akan mengadakan penelitian terhadap kesaksian 
apakah kesaksian itu dapat diandalkan atau tidak dengan cara mengajukan pertanyaan pokok 
yaitu: pertama, apakah saksi dalam memberikan keterangan mampu menyatakan kebenaran. Hal 
ini menyangkut kemampuan menyatakan kebenaran. Kedua, apakah saksi mau menyatakan 
kebenaran. Hal ini menyangkut kemauan menyatakan kebenaran. Ketiga, apakah saksi 
melaporkan secara akurat mengenai detail yang sedang diuji. Hal ini menyangkut tingkat 
akurasi laporan. Keempat, apakah ada dukungan secara merdeka, secara detail yang sedang 
diperiksa. Hal ini menyangkut dukungan dari sumber lain tentang informasi yang sama. 
4. Interpretasi Sumber 
 Setelah melakukan kritik sumber atau data, maka selanjutnya data tersebut diinterpretasi 
atau memberikan penjelasan maupun penafsiran dengan mengacu pada konsep dan teori yang 
sesuai dengan masalah yang diteliti. Penafsiran data yang akan dilakukan dengan menghubung-
hubungkan antara data yang satu dengan data lainnya sehingga diperoleh suatu fakta sejarah yang 
dapat dipercaya kebenarannya secara ilmiah yakni dengan cara analisis dan sisntesis. Analisis 
merupakan proses menguraikan isi sumber berdasarkan sumber data dan fakta yang berhasil 
dihimpun dan telah lolos dari kritik serta sudah diinterpretasikan. Sintesis yaitu proses menyatukan 
beberapa data yang dikumpulkan dan dianggap saling berhubungan serta relevan dengan penelitian 
yang dikaji. 
5. Historiografi   
 Historiografi atau penulisan sejarah merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian kegiatan 
penelitian. Historiografi dilakukan untuk menyusun dan mendeskripsikan  sebuah kisah sejarah 
dalam bentuk karya tulis ilmiah secara sistematis dan kronologis berdasarkan data dan informasi 
yang telah diperoleh. 
 
2. Pembahasan 
2.1 Gambaran Umum Pulau Wangi-Wangi 
Wangi-Wangi merupakan salah satu dari gugusan kepulauan Wakatobi yang  terdapat di bagian 
timur pulau Buton yang berada diperairan laut Banda. Pulau Wangi-Wangi dikelilingi oleh pulau-
pulau kecil yaitu, pulau Kapota, Otoue, Sempoea,  Nuaponda, Toporo, dan Matahora. Di antara 
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untuk perkebunan kelapa, umbi-umbian, dan objek wisata.  Pulau Wangi-Wangi memiliki luas 
wilayah 448 Km
2 
(Sumber: Kantor wilayah Kecamatan Wangi-Wangi). 
Penduduk Wanci merupakan percampuran antara penduduk Buton Selatan dengan Pantai 
Pulau Buru dan Ambon serta Semenanjung Melayu. Penduduk Wanci berpakaian mirip orang 
Buton, namun perilaku budaya bersifat Melayu. Pada awalnya alternatif pertama masyarakat pulau 
Wangi-Wangi adalah sektor pertanian yang mengolah tanaman jangka panjang seperti kelapa, 
jambu mente, cengkeh dan tanaman jangka pendek seperti kacang tanah, sayur-sayuran, umbi-
umbian dan lain sebagainya. Di sisi lain dari kondisi alam di atas, terbentang lautan yang luas yang 
cenderung memberikan harapan yang lebih besar untuk memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat 
Pulau Wangi-Wangi. Maka pada perkembangan selanjutnya pelayaran dan perdagangan dijadikan 
sebagai alternatif utama. 
Pelayaran dan perdagangan di Pulau Wangi-wangi pada awalnya masih bersifat lokal dalam 
arti ruang lingkup meliputi wilayah Wakatobi. Barang yang diperdagangkan seperti jagung, ubi 
kayu dan sebagianya. Pada perkembangan selanjutnya telah bersifat nasional dan bahkan 
Internasional yang melibatkan daerah-daerah yang ada di wilayah Indonesia seperti, Maluku, 
Makasar, Surabaya, dan luar negeri seperti, Malaysia, Australia, Singapura dan Filiphina. Barang 
yang diperdagangkan adalah cengkeh, pala, kelapa, barang pecah belah dan lain sebagainya (La 
Mani, 2013: 39). 
Data tentang penduduk yang wajib pajak di Wakatobi dapat diamati dari Memori Kapten de 
Jong tanggal 10 Mei 1961. Walaupun tidak mencerminkan angka kependudukan secara 
keseluruhan, namun data ini cukup memberi gambaran mengenai komposisi perimbangan 
penduduk antar distrik di Wakatobi pada masa itu. De Jong mencatat seluruh wajib pajak di 
Kesultanan Buton sebanyak 46.836. Dari jumlah itu di Kepulauan Wakatobi sebanyak 9.607 (20,51 
persen), dilengkapi 18 orang petugas pajak,dengan rincian sebagai berikut: Distrik Wanci 3.046 
wajib pajak, Distrik Kaledupa 1.851 wajib pajak, Distrik Tomia 2.191 wajib pajak, dan Distrik 
Binongko 2.519 wajib pajak (Hadara, 2015: 35). 
Masa pemerintahan Dayanu Ikhsanuddin (1578-1615) mulai menetapkan sistem pelapisan 
sosial yang berlaku di wilayah kekuasaan Buton. Empat kelompok sosial yang dibedakan kedalam 
dua lapisan, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Kelompok kaomu dan walaka termasuk 
kelompok atas yang merupakan kelompok bangsawan, yang termasuk kaomu adalah keturunan raja 
pertama, Wa Kaka dengan penggunaan sebuah gelar didepan namanya yaitu ode, la ode untuk laki-
laki dan wa ode untuk perempuan. Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa kelompok kaomu 
dan walaka sebagian berada diluar wilayah pusat pemerintahan. Satu diantara wilayah itu ialah 
kepulauan Wakatobi. Mereka yang berada diluar daerah itu setiap tahun paling sedikit satu kali 
harus mengunjungi pusat pemerintahan pada sidang raya rakyat berkenaan dengan pengukuhan 
martabat tujuh. Masyarakat Wakatobi  dapat dilihat dari penggunaan gelar ode. Umumnya orang tua 
didaerah ini menggunakan kata ode di depan nama mereka. Selain itu, mereka pandai menggunakan 
bahasa Wolio yang merupakan bahasa pemersatu daerah-daerah yang pernah dikuasai Buton 
(Hadara, 2014: 19). 
Umumnya masyarakat pulau Wangi-Wangi memeluk agama Islam. Hal itu dapat diketahui 
karena masyarakat pulau Wangi-Wangi merupakan bagian dari Kesultanan Buton di masa lalu 
sebelum mekar menjadi Kabupaten Wakatobi  pada tahun 2003. Akan tetapi, jauh sebelum 
masyarakat  memeluk agama Islam ada suatu kepercayaan masyarakat dengan hal-hal tertentu 
seperti kepercayaan animisme dan dinamisme yang masih terlihat dan masih kental di tengah 
masyarakat  setempat. Hal tersebut dapat dilihat pada tempat-tempat jiarah seperti gua Tindoi, 
kuburan lama di Togo Molengo serta berbagai tradisi lainnya (Buhari, 2010: 36). 
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2.2 Perlawanan Rakyat Wangi-Wangi terhadap Kebijakan Penarikan Pajak Pemerintah 
Hindia Belanda 
Awal abad ke-20, Belanda berhasil mengintegrasikan wilayah Indonesia dalam 
kekuasaanya. Bersamaan dengan itu daerah-daerah di Indonesia kondisinya semakin aman dari 
berbagai gangguan perampokan. Pada tahun 1906 seluruh wilayah Sulawesi Tenggara sudah 
terintegrasi ke dalam wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Pada tahun ini ditandatangani perjanjian 
Asykin-Brugman yang menyatakan takluknya Kesultanan Buton pada kekuasaan Belanda. Pada 
tanggal 8 April 1906 ditandatangani perjanjian antara Sultan Buton ke-33, Muhammad Asyikin, 
dengan residen Belanda bernama Brugman. Perjanjian itu lebih dikenal dengan sebutan Perjanjian 
Asyikin-Brugman.  
Perjanjian atau dalam bahasa Belanda disebut  Korte Verklaring ini adalah bagian dari 
strategi politik Belanda untuk memperkokoh cengkraman kekuasaannya di Nusantara. Perjanjian ini 
menandai dualisme pemerintahan di Kesultanan Buton termasuk barata. Sebagai tindak lanjut 
perjanjian Asyikin-Brugman maka mulai tahun 1913, wilayah Kesultanan Buton direstrukturisasi 
ke dalam sistem distric, menjadi 22 distrik. Wilayah Barata Kaledupa dibagi menjadi tiga distrik, 
yaitu Distrik Kaledupa, Distrik Tomia, dan Distrik Binongko. Pembentukan distrik Wanci 
dilakukan pada tahun 1916 sehingga genap menjadi empat distrik.  
Masing-masing distrik dipimpin oleh seorang bergelar Kepala Distrik. Setiap distrik 
membawahi beberapa kadie dengan status onderdistrict yang dipimpin oleh seseorang yang 
bergelar meantuu (dari golongan kaomu) dan bonto (dari golongan walaka) para kepala distrik 
diangkat dan diberhentikan oleh sultan sebagai kepala pemerintahan Swaparaja Buton atas 
persetujuan pemerintah Hindia Belanda. 
Pemungutan pajak dimulai satu tahun setelah meninggalnya Sultan Buton Muhammad 
Asyikin (Juni 1911), yakni pada 20 November 1912 dan merupakan awal mula sebab timbulnya 
gerakan-gerakan sosial di Sulawesi Tenggarakhususnya pada masyarakat Wangi-Wangi. Ada dua 
jenis pajak yang berlaku saat itu yaitu: Susung- Romang (pajak hasil hutan) dan Sima Assaparang 
Atuwong (pajak penghasilan) (Zahari, 1977 III: 87). Sektor pajak adalah salah satu sumber ekonomi 
Sulawesi Tenggara. pajak ini diterapkan secara intensif ketika Hindia Belanda menguasai wilayah 
ini.  
Pelaksanaan sistem ekonomi pajak sangat sering memberatkan penduduk. Pajak dikenakan 
dalam bentuk cukai pelabuhan, perahu, pertambangan, hasil hutan, perkebunan, dan pajak kepala. 
Kurangnya pengeluaran untuk berbagai proyek seperti pembangunan infrastruktur jalan, bangunan, 
dan peningkatan fasilitas pelabuhan telah menghemat keuangan kerajaan. Sementara pemasukan 
dari sektor pajak dan pajak dari beberapa pertambangan dan perkebunan yang masuk setiap tahun 
menambah kas kerajaan. 
Akibat kebijakan ini gejolak sosial meningkat. Ditambah lagi memudarnya tatanan politik 
tradisional ke arah tatanan baru (modern) bentukan kolonial. Jika yang pertama berkaitan dengan 
aspek sosial, yang terakhir erat kaitannya dengan hilangnya kedudukan politik pejabat tradisional di 
dalam struktur kekuasaan. 
Guna kemudahan akses dalam penarikan pajak, petugas pajak diambil dari kalangan 
bangsawan (kaomu dan walaka) yang patuh pada pemerintah. Mereka digaji sesuai ketentuan. 
Umumnya setiap kampung memiliki satu orang petugas pajak. Namun, ada juga seorang petugas 
yang memiliki lebih satu wilayah tugas (kampung) dalam penagihan pajak. 
Gerakan protes terhadap pemerintah kolonial sempat redam sejak tahun 1916, dan baru 
mencuat kembali di akhir masa Hindia Belanda. Gerakan protes dua kali terjadi di Wanci atau di 
Pulau Wangi-Wangi dimana peristiwa pertama yaitu pada tahun 1941. Pada peristiwa tersebut, 
Kepala Distrik Wanci yang juga adalah pemungut pajak, La Ode Musa tewas dalam peristiwa  
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Rakyat Wangi-Wangi melakukan perlawanan tersebut karena sakit hati dengan penghinaan dan 
cacian para penarik pajak setiap kali melakukan penagihan pajak. Hingga saat ini belum diketahui 
siapa tokoh perintis dalam aksi perlawanan tersebut karena perlawanan ini dilakukan secara spontan 
oleh rakyat Wangi-Wangi akibat ulah para penarik pajak yang membuat masyarakat marah 
(Wawancara Aliuddin dan La Toode, 11 Februari 2020). 
Ketika Belanda mengalami kekalahan dan mengakhiri penjajahannya di Indonesia, maka 
bangsa Indonesia memasuki babak baru yang ternyata lebih menyedihkan. Jepang mengambi alih 
posisi Belanda sebagai penjajah yang lebih kejam meskipun berkuasa hanya 3,5 tahun. Namun 
demikian tidak berarti mematikan gerakan perlawanan rakyat Wakatobi khususnya rakyat Wangi-
Wangi. 
Di masa pendudukan Jepang, sistem pemerintahan dualisme Belanda tetap dipertahankan 
sehingga reaksi keras datang dari rakyat Wangi-Wangi.  Pada Peristiwa  kedua  pada tahun 1943, 
La Ode Muniru dan La Ode Abdulu mendalangi rencana pembunuhan terhadap Kepala Distrik La 
Ode Lalangi ketika sedang melakukan pemungutan pajak di Patuno. Tindakan kedua orang pejuang 
anti Jepang tersebut disebabkan karena mereka menganggap  Kepala Distrik La Ode Lalangi adalah 
kaki tangan penjajah Jepang (Hadara, 2015: 179). 
Pemicu utama dari beberapa gerakan perlawanan di atas disebabkan oleh kebijakan 
perpajakan pemerintah kolonial. Bagaimana pun, kebijakan ini dirasakan cukup memberatkan. 
Tradisi maritim masyarakat Buton yang berlayar dan berdagang di seberang lautan melalui ritme 
dan surplus yang tidak menentu. Hal itu membuat mereka sulit memenuhi kewajiban pajak bulanan 
kepada pemerintah sehingga melakukan perlawanan meski dalam ruang terbatas dan tempo yang 
singkat. 
 
2.3 Proses Perlawanan Rakyat Wangi-Wangi terhadap kebijakan Penarikan Pajak 
Pemerintah Hindia Belanda 
Sejak penandatanganan perjanjian Asyikin-Brugman pada tanggal 8 April 1906 timbul 
reaksi masyarakat akibat beban berat karena kerja paksa selama 42 hari dalam setahun. Pajak hasil 
hutan dan pajak penghasilan juga diterapkan sesuai pasal-pasal perjanjian tersebut. Rakyat Wangi-
Wangi pada masa itu juga dimobilisasi paksa bekerja di Galanti (Pasarwajo) dengan janji 
pemberian upah namun tidak pernah dibayar. Akibatnya seorang pegawai Belanda bernama 
Rumangi terbunuh di Kaledupa (Hadara, 2015: 178). 
Pada bulan Juli 1911, pemungutan pajak per kepala keluarga mulai berlaku di Kesultanan 
Buton sementara penghidupan rakyat dalam keadaan krisis. Pemungutan pajak dilakukan secara 
paksa dan kekerasan sehingga masyarakat menganggapnya sebagai suatu ancaman dalam 
kehidupan mereka. Jumlah pajak yang berlaku di Wangi-Wangi pada saat itu bermacam-macam ada 
yang 2 stengah sen, 2 sen, dan ada juga yang tidak cukup 1 sen. Sen yang dimaksud dalam hal ini 
sen perak. Sekarang 1 sen dihargai dengan 20 ribu sampai 25 ribu per sen. Mekanisme pemungutan 
pajak dilakukan dari rumah ke rumah oleh para kepala distrik (Wawancara Aliuddin, 11 Februari 
2020). 
Besarnya jumlah pajak yang harus wajib dibayar oleh rakyat menimbulkan perlawanan 
dimana masyarakat Wangi-Wangi melakukan strategi untuk  melawan para kepala distrik. Ada yang 
melawan secara fisik atau terang-terangan, dan ada juga yang melarikan diri dari besarnya jumlah 
pajak. Bahkan akibat besarnya jumlah pajak pada waktu itu anak-anak yang diminta sekolah 
diberhentikan oleh orang tuanya untuk mencegah jika sewaktu-waktu diminta membayar pajak 
(Wawancara   Aliuddin dan La Toode, 11 Februari 2020). 
Proses perlawanan rakyat Wangi-Wangi terhadap kebijakan penarikan pajak pemerintah 
Hindia Belanda disebabkan oleh rasa benci dan dendam rakyat terhadap pemerinta karena 
mengikuti Hindia Belanda. Seperti yang terjadi pada tahun 1941 di mana Kepala Distrik La Ode 
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Musa tewas terbunuh dalam amukan massa di Wangi-Wangi. Perlawanan ini terjadi secara spontan 
dan dilakukan secara terang-terangan dimana masyarakat menganggap bahwa kepala distrik 
tersebut sebagai perpanjangan tangan Belanda. Di sisi lain sikap para penagih pajak dianggap 
kurang sopan setiap kali melakukan penarikan pajak sehingga semakin menyulut kemarahan rakyat 
Wangi-Wangi.  
 
2.4 Dampak Perlawanan Rakyat Wangi-Wangi Terhadap Kebijakan Penarikan Pajak 
Pemerintah Hindia Belanda 
  
Tahun 1906 seluruh wilayah Sulawesi Tenggara sudah terintegrasi ke dalam wilayah 
kekuasaan Hindia Belanda termasuk pulau Wangi-Wangi. Pemungutan pajak dimulai satu tahun 
setelah wafatnya Sultan Buton Muhammad Asyikin (Juni 1911), yakni pada 20 November 1912. 
Pemungutan pajak tersebut merupakan awal mula  timbulnya gerakan-gerakan sosial di Sulawesi 
Tenggara khususnya pada masyarakat Wangi-Wangi. 
Perlawanan rakyat Wangi-Wangi terhadap kebijakan penarikan pajak pemerintah Hindia 
Belanda merupakan suatu gerakan sosial yang terjadi di wilayah Kesultanan Buton. Perlawanan 
tersebut dilatarbelakangi oleh  kebijakan pemungutan pajak yang tingginya  dan sikap kurang etis 
para kepala distrik dalam melakukan penarikan pajak. Segala tindakan pemerintah Hindia Belanda 
dan Jepang terhadap rakyat Wangi-Wangi pada dasarnya ada yang membawa kebaikan dan banyak 
pula membawa penderitaan dan kesengsaraan. Perlawanan rakyat Wangi-Wangi terhadap kebijakan 
penarikan pajak pemerintah Hindia Belanda dalam melawan para penjajah telah membawa dampak 
terhadap kehidupan masyarakat Wangi-Wangi yang ada di wilayah kekuasaan Kesultanan Buton 
khususnya dalam berbagai bidang kehidupan. 
Secara umum akhir dari perlawanan rakyat Wangi-Wangi terhadap kebijakan penarikan 
pajak pemerintah Hindia Belanda membawa dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat 
setempat. Untuk lebih jelasnya mengenai dampak positif dan dampak negatif yang dimaksud dapat 
diuraikan dalam pembahasan berikut. 
a. Dampak Positif 
Adapun dampak positif dari perlawanan rakyat Wangi-Wangi terhadap kebijakan penarikan 
pajak yaitu semangat yang ditunjukan rakyat Wangi-Wangi dalam melawan ketidakadilan. 
Timbulnya perlawanan rakyat Wangi-Wangi terhadap kebijakan penarikan pajak pemerintah Hindia 
Belanda merupakan jawaban hati rakyat yang merasa terluka akan tindak laku Kompeni di 
Indonesia. Perlawanan ini berhasil menyalakan semangat patriotik di dalam dada seluruh rakyat 
Wangi-Wangi untuk memperjuangkan kemerdekaan. 
Masuknya Belanda di Pulau Wangi-Wangi berdampak pada masuknya sistem pendidikan 
formal yang dibawa oleh pihak kolonial Belanda. Hal itu ditandai  dengan dibukanya Sekolah 
Rakyat Wanci dan Sekolah Rakyat Liya dengan inti pelajaran utama adalah membaca, menulis, dan 
berhitung. Di sisi lain penyebab yang melatarbelakangi pendirian sekolah di Pulau Wangi-Wangi 
adalah karena adanya kepentingan pemimpin untuk memperoleh tenaga administrasi rendahan 
pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan administrasi perpajakan. Pada masa itu  kepala-
kepala kampung belum mengetahui pembukuan sehingga sering terjadi kekeliruan dalam 
penyetoran uang pajak kepada pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Hindia 
Belanda mengintruksikan kepada masing-masing kepala distrik agar segara membangun sekolah.  
b. Dampak Negatif 
Pelawanan rakyat Wangi-Wangi terhadap kebijakan penarikan pajak pemerintah Hindia 
Belanda memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat Wangi-Wangi. Di bidang 
ekonomi, kemiskinan dan kemeralatan terjadi pada masyarakat Wangi-Wangi karena kadangkala 
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Wangi-Wangi mendapat tambahan beban baru yaitu berbagai kerja wajib yang makin besar. Pada 
hakikatnya kerja wajib adalah bagian dari pajak yang diperhitungkan dalam jumlah pajak 
keseluruhan. Oleh sebab itu kerja wajib dapat diganti dengan sejumlah uang. Rakyat Wangi-Wangi 
dimobilisasi paksa bekerja di Galanti (Pasarwajo) dengan janji pemberian upah namun tidak pernah 
dibayar. 
 Dampak negatif lainnya akibat perlawanan rakyat Wangi-Wangi ini antara lain dimana 
pemerintah Hindia Belanda memaksakan kepada masyarakat Wangi-Wangi untuk membayar pajak 
atau upeti hasil perekonomian, dan menaikkan kembali pajak yang telah ditetapkan. Dengan 
dikeluarkannya surat wajib pajak di setiap wilayah distrik, pemungutan pajak semakin ketat. Jika 
diketahui tidak membayar pajak, maka akan diwajibkan baginya untuk mengikuti kerja wajib 
(ketentuan 42 hari kerja tanpa upah) yang biasa dikenal dengan  pajak kerja. Berbagai macam pajak 
dan kerja rodi menyebapkan rakyat semakin menderita dan tersiksa (Wawancara La Nuru K, 15 
Februari 2020). 
Informan bernama La Ode Mandati mengatakan bahwa berbagai kepahitan dijalani rakyat 
yang hidup dalam penjajahan; jika tidak membayar pajak maka akan dimasukkan ke dalam penjara, 
jika kedapatan memakai senjata tajam seperti keris dan lain-lain akan dirampas dan orangnya yang 
menggunakan barang tersebut dimasukkan ke penjara, serta berbagai  bentuk penderitaan lainnya. 
Akhirnya rakyat yang tidak tahan terpaksa lari menjauhkan diri keluar daerah (Wawancara La Ode 
Mandati Diki,2 Februari2020). 
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka jelas bahwa kebijakan penarikan pajak pada 
masa pemerintahan Hindia Belanda sangat membawa dampak negatif bagi rakyat, khususnya rakyat 
Wangi-Wangi dimana sangat berdampak bagi kehidupan dan perekonomian rakyat. 
 
3. Simpulan 
Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perlawanan rakyat Wangi-Wangi terhadap kebijakan penarikan pajak dimulai sejak 
penandatanganan perjanjian Asyikin-Brugman pada tahun 1906. Pada saat itu wilayah 
Kesultanan Buton direstrukturisasi ke dalam sistem distric. Salah satu distrik tersebut yakni 
distrik Wanci yang ada di Pulau Wangi-Wangi. Masyarakat melakukan perlawanan karena 
menganggap mekanisme pemungutan pajak yang kurang etis secara adat.  
2. Proses Perlawanan rakyat Wangi-Wangi terhadap kebijakan penarikan pajak pemerintah Hindia 
Belanda dimulai pada masa akhir pemerintah Hindia Belanda.  Perlawanan rakyat Wangi-
Wangi juga di lakukan secara tidak langsung yaitu dengan cara melarikan diri dari besarnya 
jumlah pajak, bahkan rakyat yang tidak tahan terpaksa melarikan diri dari daerah tersebut.  
3. Dampak perlawanan rakyat Wangi-Wangi terhadap kebijakan penarikan pajak dibagi menjadi 
dua yaitu: dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif yakni masyarakat hidup dalam 
kemiskinan dan kemeralatan. Dampak positif yakni aksi  perlawanan tersebut berhasil 










[Perlawanan Rakyat Wangi-Wangi terhadap Kebijakan Penarikan 















EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Edisi Revisi, Cet. 1, 
Semarang: Difa Publishers, 2000. 
Hadara, Ali, dkk.  2015. Sejarah Wakatobi dari Perintegrasian hingga Kabupaten.  Kendari : 
Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Sultra. 
---------------- 2015. Gotong Royong Ala Wakatobi. Kendari : Sulo Printing. 
Kuntowijoyo, 2003. Metodologi  Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana 
---------------. 2013. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta:  Tiara Wacana 
Muslimin, I. 2015. Resistensi Paguyuban Pedagang Pasar Tradisional terhadap Pembangunan. 
Jakarta: Salemba Humanika. 
Notosusanto, Nugroho. 1978. Masalah Penelitian Sejarah, Suatu Pengalaman. Jakarta: Yayasan 
Prapanca. 
Rabani, L.O. 2010. Kota-Kota Pantai di Sulawesi Tenggara. Yogyakarta: Penerbit Ombak 
 
Suroyo, Djuliati, A.M. 2000. Eksploitasi Kolonial Abad XIX Kerja Wajib di Keresidenan Kedu 
1800-1890. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia. 
 
Scott, James, S. 2012. Senjata Orang-orang Kalah: Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani, 
Terjemahan oleh Sajogyo. Jakarta: Yayasan Obor. 
 
Tamburaka, Rustam. 2004. Sejarah Sulawesi Tenggara 40 Tahun Sultra Membangun. Kendari: 
Inco Tbk. 
Zuhdi Susanto, dkk. 1996. Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton. Jakarta: 
Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. 
Zahari, Abdul Mulku. 1977 III. Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni. Jakarta: Proyek Pengembangan 
Media Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 
Salam, Abd, dkk. 2005. Pemberontakan Gendor 1895: Sebuah Perlawanan Kaum Sufi terhadap 
Kekuasaan. Ulumuna  Vol 15 (diakses pada tanggal 19 Juli 2020 pukul 20:00) 
Saputra, I.M. 2013. Resistensi Pedagang Acung di Kawasan Kerta Gosa Klungkung terhadap 
Perda No.2 Tahun 1993. (Http://pps.unud.ac.id/thesis/pdf_unud-263-679640362-tesis-pdf 
(diakses pada tanggal 29 November  2019 pukul 10:30 WIB). 
 
